
 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NOMOR   10   TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 

78 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 160 ayat 

(2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan pergeseran antar 

rincian obyek belanja dalam obyek belanja 

berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja 

dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan 

merubah Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 
 

b. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah 

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019, yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan, yang dalam 

pelaksanaannya dapat dilakukan manajemen atau 

pergeseran anggaran dengan batasan dan ketentuan 

yang dapat dipertanggungjawabkan dengan 

melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, guna kemanfaatan dan/atau 

kepentingan umum; 

 
 

S A L I N A N 



 
 

c. bahwa berdasarkan   Lampiran  Peraturan  Menteri 

Dalam Negeri Nomor 38  Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pada romawi  

V Nomor 26 disebutkan bahwa program dan kegiatan 

yang dibayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, 

DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi 

dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK 

dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, 

Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua 

dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana 

Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus 

dan dana transfer lainnya yang sudah jelas 

peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam 

keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang 

belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan 

dapat dilaksanakan mendahului penetapan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan 

cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan 

kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung 

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2019; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan  Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 
 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5362); 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 

 

 
 



 
 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas 

dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5209); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 
 

16. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 271); 

 
 



 
 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 
 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, 

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber 

Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1967); 
 

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis 

Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 136); 
 

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional 

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 426); 

 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 

2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 701); 
 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).    
 

23. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional  

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang 

Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106); 
 

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor              

13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 

Nomor 13); 

 



 
 

25. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah 

Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2015 Nomor 

8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara Nomor Tahun 2017 Nomor 25); 
 

26. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

Nomor Tahun 2018 Nomor 78).  

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 

78 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2019. 

 

Pasal I 

Ketentuan sebagian Lampiran II Peraturan Gubernur 

Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi  Kalimantan 

Utara Tahun 2018 Nomor 78), diubah menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 

ini. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

 

 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 1 April 2019 

 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

 

        ttd 

 

  IRIANTO LAMBRIE 

 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 1 April 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, 

 

       ttd 

 

    SURIANSYAH 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 10        

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

a.n. Kepala Biro Hukum 

Kepala Bagian Produk Hukum Daerah 

 

 

 

 

Arman Jauhari, S.H. 

NIP. 19750709 200212 1 003 



 


